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Temuan terhadap disharmonisasi hukum regulasi sektor keuangan dalam mendefinisikan kekayaan negara
yang dipisahkan pada BUMN Persero mengakibatkan terjadinya polemik yang berkepanjangan.
Permasalahan penelitian ini difokuskan pada redefinisi,status hukum serta tata kel ola pengaturan kekayaan
negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara dalam BUMN Persero menurut teori transformasi
status hukum keuangan negara. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi statue dan
analytical approach, jenis data sekunder, bahan hukum primer perundang-undangan sektor keuangan serta
peraturan turunannya, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku dan jurnal hukum terkait dan
bahan hukum tersier yang digunakan black law dictionary dan kamus besar lainnya. Hasil penelitian
disimpulkan adanya konflik hukum antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dengan Undang- Undang
Nomor 19 Tahun 2003 dalam mendefinisikan kekayaan negara yang dipisahkan sehingga mengakibatkan
BUMN Persero mengenyampingkan identitasnya sebagai badan hukum privat. Saran terhadap penelitian
yaitu kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara seharusnya dimaknai sebagai
kekayaan milik BUMN Persero yang terpisah dari APBN dan tidak lagi menjadi bagian dari keuangan
negara, dilakukannya upaya penyelesaian konflik hukum baik horizontal dan vertikal melalui harmonisasi
perumusan perundang- undangan di sektor keuangan, dan penyelenggaraan tata kelolaBUMN persero
mutlak harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum privat yang mengacu pada prinsip perusahaan
yang sehat.

...... The findings on the legal disharmony of financial sector regulationsin defining separated state assetsin
BUMN-Persero have resulted in a prolonged polemic. The problem of this research is focused on the
redefinition, legal status and governance of state assets that are separated as state capital participation in
BUMN Persero according to the theory of transformation of the legal status of state finances. Using
normative juridical research methods, statue typology and analytical approaches, secondary data types,
primary legal materials for financial sector legislation and derivative regulations, secondary legal materials
used are related legal books and journals and tertiary legal materials used black law dictionaries and
dictionaries another big. The results of the study concluded that there was alegal conflict between Law
Number 17 of 2003 and Law Number 19 of 2003 in defining separated state assets, resultingin BUMN
Persero setting aside its identity as a private legal entity. Suggestions for research are that state assets that
are separated as state capital participation should be interpreted as assets bel onging to BUMN-Persero which
are separated from the state budget and are no longer part of state finances, efforts to resolve legal conflicts
both horizontally and vertically through harmonization of the formulation of legislation in the financial
sector, and the implementation of state-owned enterprise governance absolutely must be carried out based
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on the provisions of private law which refersto the principles of a good corporate governance.



